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PERATURAI{ BUPATI TORA"'A UTARA
NOMOR 12 TAFIUN 2015

TENTAI{G

PENGELOI"AAI{ KEUAIVGAI{ LEMBANG

DENGA}.I RAHMAT TUHAI.I YAI{G MAII\ ESA

tsUPATI TORA.}A UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tatrun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tora-ia Utara tentang Pengelolaan Keuangart
Lembang.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun t999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun t999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubatr dengan UndangUndang
Nomor 3O Tatrun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasart
Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Repubtik
Indonesia Tatrun 2OO2 Nomor L37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a250l;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambatran
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Rrsat dan
Pemerintatran Daeratr (kmbaran Negara Republik

Menimbang

Mengingat

= a,
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2008 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang
Peraturan

(Lembaran Negara RePublik Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Fra

telah diubatr dengan Peraturan Pemerintatr Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tairun 201a (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t€ntang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Daerah Kabupaten/Kota (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambatran lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentatg
Peraturan Pelakeanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2OL4 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Penrlapatan
dan Belanja Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
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12. Peraturan Menteri Dalarxl Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelol,aan Keuangan Desa (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2014 Nomor 2093);

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5

Tatrun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja

Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun

2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10

Tahun 2010 tentang dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan l(abupaten Toraja Utara
Tahun 2O1O (lembaran Daerah l(abupa.ten Tor4ia Utara
Tahun 2010 Nomor 10);

l5.Peraturan Daeratr Kabupaten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

l6.Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2014
tentang Kebljakan Akuntansi (Berita Daerah
Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 7);

17. Peraturan Bupa.ti Toraja Utara Nomor 2O Tahun 2014
tentang Sistem Alruntansi Pemerintahan Berbasis Akrud
(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014
Nomor 2O);

l8.Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran
Dana lembang Kabupaten Toraja Utara (Berita Daeratr
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEI.OLAAN KEUANGAN
LEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama Lembang selanjutnya disebut Iembang

J



adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilaYah Yang

mengurus urusan

masyarakat setmpat berdasarkan prakarsa masyarakat'

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Pemerintahan lembang adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indoneeia.

3. Pemerintah kmbang adalah Kepala Irmbang dibantu

perangkat lembang sebaga.i unsur

Pemerintatran lrembang.

4. Badan Permusyarawatan Iembang yang selanjutnya

disingkat BPL adalah lembaga Yang

fungsi pemerintatran yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Iembang

wilayah dan ditetapkan secara demol<ratis.

5. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban

Lembang yang dapat diniLai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kmbang,

6. Pengelol,aan keuangan I-mbang adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi tata cara

dan pertanggungjawaban keuangan lrembang,

7. Rencana keqia Pemerintah kmbang, selanjutnya disebut

berwenang untuk mengatur dan

al

adalah dari Rencana



-

Pembangunan Jangka Menengah l,embang untuk jangka

waktu I (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja lembang, seLanjunya

disebut kmbang, rencana keuangan

tahunan Pemerintatran Lembang.

9. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari

Anggararr dan Belanja Negara yang

diperuntukkan bagi Iembang yang ditransfer melalui

Anggaran dan Belanja Daerah dan

untuk

pemerintatran, pelaksanaan pembangunan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyaxakat.

10. Alokasi Dana lembang, selanjutnya disingkat ADL,

adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam

Anggararr dan Daerah

Kabupa.ten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Ktrusus

dikali 10olo (sepuluh per seratus) dan dibagi {rccara

proporsional kepada masing-masing kmbang.

ll.Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Belanja Negara, Anggarart

Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran

Belanja Daerah lGbupaten/Kota.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan lembang

adalah Kepala Lembang yang karena jabatannya

13. Pelaksanaan Teloris PengeloLaan Keuangan Irrnbang

yang selanjutnya disingkat PTPKL adalah unsur

perangkat kmbang yang membantu Kepala kmbang

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kmbang.



14. Sekretaris lembang adalatr bertindak selaku koordinator

pelaksanaan pengelol,aan keuangan kmbang'

15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis

kegiatan sesuai dengan bidangnya.

16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat lembang yang

keuangan untukurusan

17. Rekening Kas Iembang adalah rekening tempat

uang kmbang yang

seluruh lembang dan

untuk mernbayar seluruh

Irmbang pada Bank yang ditetapkan.

18. Irmbang adalatr uang yang berasal dari

seluruh kmbang yang masuk ke

APB Iembang melalui rekening kas lembang.

19. Pengeluaran Lembang adalatr uang yang dikeluarkan

dari APts Lembang melalui rekening kas kmbang.

20. Surplus Anggaran kmbang adalah selisih lebih antara

pendapatan Lembang dengan belanja lembang'

21. Defisit Anggaran kmbang adalah selisih kurang antara

pendapa.tan lembang dengan belanja lembang.

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

dan anggaran selama satu periode

anggexen.

23. Peraturan adalah peraturan

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah

dibahas dan disepakati bersama BPL.



BAB II
ASAS PENGEI.OI,AAN KEUANGAN LEMBANG

Pasal 2

(1) Keuangan lembang dikelola EF'ITE?FIiF]

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan lembang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB Itr
KEKUASAAN PENGEIOI,AAN KEUANGAN I,EMBANG

Pasal 3

(1) Kepala Iembang adalah pemegang kekuasaan
lembang dan mewakili

Pemerintah Iembang dalam kepemitkan kekayaan milik
lembang yang dipisahkan.

(2) Kepala Irmbang sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan lembang sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (l), mempunyai kewenangan:

kebiiakan tentang
APB Lembang;

PTPKL;
petugas yang melakukan pemungutan

lembang;
atas kegiatan yang

dalsm APg Lembang; dan
tindakan yang

atasbebanAPB kmbang.
(3) Kepata Iembang dalam

keuangan lembang, dibantu oleh PTPKL.

Pasel 4

(1) PTPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
berasal dari unsur Perangkat Lembang yang terdiri dari:
a. Sekretaris lembang;
b. KepalaSeksi;dan
c. Bendahara.

a.

b.
c.

d.

e. melakukan



(2) PTPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala lembang.

Pasal 5

(1) Sekretaris Lembang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator
pelaksana teknis pengelolaan keuangan lembang.

(2) Sekretaris kmbang selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan lembang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. men5rusun dan melaksanakan kebiiakan pengelolaan

APB lrmbang;
b. menyusun Rancangan Peraturan Lembang tentang

Iembang, perubahan APB Irmbang dan
pelaksanaan APB Irmbang;

c.melakukan pengendalian terhadap
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB lembang;

d. menyusun dan
pelaksanaan APB kmbang; dan

e. melakukan verilikasi terhadap bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran APts kmbang.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b bertindak se@ai pelaksana kegiatan
sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a. men]rusun I€ncana kegiatan yang
menjadi tanggungiawabnya;

b. melaksanakan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyaral<atan kmbang yang telah ditetapkan di
dalamAPB kmbang;

c. melakukan tindaf<an pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan

kepada Kepala lembang; dan
kegiatan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.



Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara dimaksud pada ayat (1)

tugas menerurla,
menyetorkan/ membayar, dan

Iembang dan pengeluaran pendapatan kmbang dalam
rangka pelaksanaan APB kmbang.

BAB IV
APts Irmbang

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) APts lembang terdiri atas :

a. Pendapatan lembang;
b. Belanja Irmbang; dart
c. Pembiayaan lembang.

(2) Pendapatan kmbang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan
jenis.

(3) Belanja Iembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan
dan jenis.

(4) Pembirayaan Lembang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diklasilikasikan menurut kelompok dan

Bagian Kedua

Pasal 9

(1) Pendapatan kmbang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening Lembang yang merupakan hak
kmbang dalam 1 (satu) tahun anggaxa:n yang tidak
perlu dibayar kembali oleh kmbang.

(2) Pendapatan kmbang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) terdiri atas kelompok :

Pendapatan Asli Lembang (PA Lembang);
Transfer ; dan

a,
b.
c. Pendapatan Lain-lain.



(3) Kelompok PA Iembang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a terdiri atas jenis :

a. hasil usaha
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. lain-lain Pendapatan Asli Lembang.

(a) Hasil usaha L€mbang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a antara Lain hasil Badan Usaha Milik
Iembang, tanah kas lembang.

(5) Haeil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
antara Lain pasar lembang, tempat pemandian umum,
jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun
dengan kekuatan sendiri yang metibatlan peran serta
masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan
uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli Irmbang
dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain pungutan
Iembang yang ditetapkan dengan Peraturan kmbang.

Pasal 10

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis

a, Dana kmbang;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daeratr;

c. Alokasi Dana lrcmbang;

d. Bantuan Keuangan dad APBD Provinsi; dart

e. Bantuan Keuangan APBD.

(21 Bantuan Keuangan dari APtsD Provinsi dan Daeratt

s"i dimaksud Pada ayat

huruf e daPat bersifat umum dan khusus,

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus
pada aYat (2) dikelola dalam

tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
dan paling

paling sedikit 70olo (tujuh Puluh
banyak 30o/o (riga puluh perseratus).

(4) KelomPok Iah-lain
dalam Pasal 9
a. hibatr dan

ayat (2) huruf c terdiri atas jenis :

sumbangan dari Pihak ketiga Yang

dan

(1) huruf d dan

APB Ircmbang

a

b. lain-lain pendapatan Iembang Yang sah'

tidak
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Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat sebqgeirnana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) huruf a adalah pemberian berupa uang atau
yang dapat dinil,ai dengan uang dari pihak ketiga.

(2) L,ain-lain pendapatan Irmbang yang sah sebagaimana
dimaksud dclqrn Pasal 10 ayat (3) huruf b antara lain
pendapatan sebagai hasil keq'asama dengan pihak ketiga
dan bantuan pemsahaan yang berlokasi di kmbang.

Bagian Ketiga
Belanja Lembang

Pasal 12

(1) Belanja Irmbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf b, meliputi aemua pengeluaran dari
rekening kmbang yang merupakan kewajiban Lembang
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh lembang.

(2) Belanja kmbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan dalam rangka mendenai penyelenggaraan
kewenangan lembang.

Pasal 13

(1) Klasifikasi Belanja kmbang sebagaimana dimaksud
dalam Paeal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;
b. Pelaksanaan Pembangu.nan kmbang;
c. Pembinaan Kemasyarakatan kmbang;
d. Pemberdayaan Masyarakat kmbang ; dan
e. BelanjaTakTerduga.

(2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan
Iembangyang telah dituangfun dalam RKP kmbang.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) tediri
atas jenis bela4ja :

a. Pegawai;

b. BarangdanJasa;dan
c. Modal.



(1) Jenis belanja pegawai sebegeimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk
pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Kepala kmbang dan perangkat kmbang serta
tunjangan BPL.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dianggarkan dafam kelompok penyelenggaraan
Femerintahan Lembang, kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pelaksanaannya dibayarkan setiap butran.

Pasal 14

Pasal 15

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaabrya
kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. bendapos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor Iembang;
g. sewa perlengkapan dan peratatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;j. perjalanan dinas;
k. upahkerja;
l. honorarium narasumber/tenaga ahli;
m. operaeional pemerintah Iembang
n. operasional BpL;
o. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
p. pemberian barang pada -."yirLtTtulompokmasyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)
sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) huirf o adalahbantuan uang unhrk operasional lemlg. nilnw a"f"rnrangka membantu pelaksanaan dg* petrayananpemerintahan, percn:anaan pembangunan,
ketenteraman dan ketertiban, *"t" -p"_U"rdayaan
masyarakat lembang.

t



I (4) barang pada
pada ayat (21

huruf p dilakukan untuk menunjang
kegiatan masyarakat.

Pasal 16

(1) Belanja Modal sebagaimana dimakeud dalam pasal 13
ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam
rangla pembelian /pengadaan barang atau baflgunan
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian/pengadaan barang atau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan lembang.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa
(KLB), pemerintah lembang dapat melakukan belanja
yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupalran keadaan yang sifahrya tidak
biaea atau tidak berulang dan/atau

(3) Keadaan darurat s dimaksud pada ayat (1)
bencana alam, sosial,yaitu antara lain

kerusakan sanana dan prasarana.
(4) Keadaan luar biasa sebagaimana

karena KlB/wabah penyakit.
(5) Keadaan darurat dan luar biasa

dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Kegiatan dalam keadaan daruat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pembiayaan kmbang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi
perlu dibayar kembali dan/atau
diterima kembali, baik pada
bersangkutan maupun pada

semua penerimaan yang
pengeluaran yang akan
tahun anggaran yang
tahun-tahun anggaxan
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(2) Pembiayaan kmbang sebagaimana dimaksud pa.da pada
ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembirayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:

a. Sisa kbih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tatrun
sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan lembang yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
antara lain pelampauan penerimaan pendapa.tan
terhadap belanja, penglematan belanja, dan sisa dana
kegiatan lanjutan.

(5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan
untuk:

a. menutupi delisit anggaran apabil,a realisasi
pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiaan lanjutan; dan
c. mendanai kewejiban lainnya yang sampai dengan

aktrir tatrun anggaran belum diselesailen.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan
ke rekening kas lembang dalam tahun anggaran
berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan lembang yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan
untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan

lembang yang dipisahkan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Irembang.

(2) Pemerintah Irmbang dapat membentuk dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat sekaligue/sepenuhnya dibebankan dala.m satu
talrun anggaran.



(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pa.da ayat (2) ditetaplen dengan Peraturan kmbang'

(4) Peraturan Irmbang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiaan yang akan dibiayai dari dana

cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang

harus dianggarkan
d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas

penerinraan lembang, kecuali dari penerimaan yang

t€lah ditentukan secara Hrusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a
tersendiri.

pada rekening

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun
akhir masajabatan Kepala kmbang.

BAB V

Bagran Kesatu
Tata Cara Penyaluran Dana kmbang

Pasal 20

(1) Penyaluran Dana Lembang dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dari Rekening l(as Umum Daerah ke

rekening Kas kmbang

(2) Penyaluran Dana Iembang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan eecara bertahap pada tahun anggaran

berjalan dengan ketentuan:

a. tahap I pada bulan April sebesar 4@/o (empat puluh
per seratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4(F/o (empat

puluh per seratus); dan

I



c. tatrap III pada bulan Oktober sebesar 2@/o ( Dua
Puluh per seratus).

(3) Penyaluran Dana Iembang setelah Bendahara Lembang

menyampaikan Surat Permintaan pembayaran ke Bupati

melalui kepala DPPKAD disertai rekomendasi dari

instansi yang menangani Pemerintahan

(4) Penyaluran Dana Iembang setiap tahap sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (2) dilakukan paling lambat 7
(tu-iuh) hari kerja setelah Dana kmbang diterima di kas
Daerah.

(5) Penyaluran Dana lrmbang tahap I ke rekening kas
Iembang dilakukan setelah APB Lembang sudah
ditetapkan dan transfer Dana kmbang dari Pemerintah
Pusat sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Dana Lembang tahap apabila
sudahdana sebelumnya

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana kmbang

Pasal 21

(1) Alolrasi Dana Lembang dilakukan dengarr
cara pemindahbukuan dari Rekening l(as Umum Daerah
ke nekening Kas Iembang .

(2) Penyaluran Alokasi Dana
dimaksud pa.da ayat (1) dilakukan secara bertahap pada
tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

a.tatrap I pada bulan Februari sebesar 25olo (dua puluh
lima per seratus);

b.tahap II pada bulan April sebesar 257o (dua puluh
lima per seratus);

c.tahap III pada bulan Agustus sebesar 25olo (dua puluh
lima per seratus);

d.tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25%o (dua puluh
lima per seratus).

(3) Tata Cara Penyaluran Alokasi Darta setelah
Bendahara kmbang Surat Permintaan
pembayaran ke Bupa.ti melalui kepala DPPKAD disertai
rekomendasi dari instansi yang
pemerintahan lembang.

(4) Penyaluran Alokasi Dana
dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah APB Iembang
sudah ditetapkan.

D



(s) Alokasi Dana Lembang tahap selanjutnya
apabila dana trll sudah

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daeratr

dan Retribusi Daerah

Pasgl22

(1) Dana bagi hasil Pajak daerah dan retribusi
daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari

Giro bendahara Belanja tidak langsung
DPPKAD Kabupaten Toraja Utara ke rekening l(as
Lembang.

(2) Penyaluran Dara Bagi Hasil Pajak Derah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap setiap bulan pada setiap awal bulan
berikutnya.

Bagian Keempat

Pasal 23

(1) Sekretaris Iembang menyusun Rancangan Peraturan
kmbang tentang APB Lembang berdasarkan RKP
Iembang tahun berkenaan.

(2) Selretaris kmbang nancangan
Peraturan tentang APB kmbang kepada
Kepala Lembang.

(3) Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Kepala kepada BPL untuk dibahas dan

bersama.
(4) Rancangan Peraturan Lembang tentang ApB Irmbang

disepakati bersana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

(1) Rancangan

Pasal 24

Peraturan kmbang tentang APB kmbang
yang telah disepakati bensama sebagaimana dimaksud
dafam Pasal 23 ayat (3) oleh Kepala
Lembang kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3
(rig4) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati hasil evaluasi

I

APB Iembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



paling larn 20 (dua puluh) hari ke{a sejak diterimanya
Rancangan Peraturan kmbang tentang ApBkmbang.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi
dalam batae waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Peraturan Lembang tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evatuasi Rancangan
Peraturan Iembang tentang ApB Lembang tidak sesuai
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang_
undangan yang lebih tinggi, Kepala Iembang melakukan

paling lama 7 (tqjuh) had kerl'a
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 25

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
kmbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
ayat (4) dan Kepala kmbang tetap

Peraturan kmbang tentang Apts l.embang
menjadi Peraturan Bupati membatalkan
Peraturan Iembang dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatatan Peraturan kmbang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekaligus menyatalan berlakunya pagu
APB kmbang tahun anggaran

(3) Dalam hal pembatalan sebaga.imana dirnaksud p6da
ayat (2) Kepala kmbang hanya dapat

terhadap

(4) Kepala

setelah pembatalan
dan selar{utnya

paling lama 7 (tujuh) hari kerja
dimaksud pada ayat (3)

Kepala
mencabut Peraturan Lembang dimaksud.

bersama BpL

Pasal 26

(1) Bupati dapat
Feraturan Iembang tentang ApB
Camat.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi
F:ll

evaluasi

pada ayat (t) paling
larna 20 (dua puluh) hari ke{a sejak diterimanya
Rancangan Peraturan tentang APts Iembang.(3) Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalambatas waLtu se dimaksud pada ayat (2)
Peraturan Lembang tersebut berlaku dengan

(4) Dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi
Peraturan Iembang tentang ApB lembang tidak sesuai



dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Kepala Irmbang melakukan
paling Lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala

Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

Kepala Lembang tetap

Peraturan Irmbang tentang APB Iembang menjadi

Peraturan Lembang, Camat menyampaikan usulan

pembaalan Peraturan Irmbang kepada Bupati.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegaeian evaluasi

Rancangan Peraturan kmbang tentang APB lembang
kepada Camat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

(1) Semua
rangka

Pasal2T

dan pengeluaran lembang dalam
pelaksanaan kewenangan lembang dilaksanakan

melalui rekening kas lembang.

(2) Khusus bagi lembang yang belum memiliki
di wilayahnya maka

oleh Pemerintah Daerah.

(3) Semua dan pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung
oleh bukli yang lengkap dan sah.

Pasal 28

(1) Pemerintah Lembang dilarang melakukan pungutan

se@ai penerimaan lembang eelain yang ditetapkan
dalam Peraturan lembang.

(2) Bendahara hanya dapat uang dalam

brankas Kas Irmbang pafing banyak Rp. 1O.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dalam rangka
kebutuhan operasional Pemerintah kmbang.

Pasal 29

(1) Pengeluaran lembang yang beban
rl APB Irmbang tidak dapat dilakukan sebelum rancangan
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lembang tefltang APB Irmbang ditetapkan

menj adi Peraturan lembang.

lembang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak terrnasuk untuk belanja pegawai yang bersifat

mengikat dan perkantoran yang

dalam Peraturan KePala kmbang.

(3)
buat Rincian
Kepala Lembang.

Pasal 30

(1) Pelaksana kegiatan untuk
kegiatan harus disertai dengan dokumen

antara lain Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana Anggamfl Biaya sebagaimana

ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris
disahkan oleh KePala Lembang.

dimaksud pada
kmbang dan

(3) Pelaksana
tindakan

biaya tak terduga terlebih dulu harus di
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh

kegiatan terhadap
pengeluaran yang menyebabkan atas beban
belanja kegiatan dengan

buku pembantu kas kegiatan sebagai

pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan di lembang.

(1) Berdasarkan

Pasal 31

Rencana Anggaran Biaya
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pelaksana kegiatan

Surat Permintaan (sPP)

kepada Kepala lrmbang.
(2) Surat Permintaan (SPE

dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 32

Pengqjuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungiawab belanja; dan

a

c. Iampiran bukti transaksi yang sah dan lengkap.



a Pasal 33

(1) Dafam
dimaksud dalam Pasal 32, Sekretaris

kmbang berkewajiban untuk:
a. meneliti permintaan pembayaran yang

diajukan oleh pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban

APB lcmbang yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh

pelaksana kegiatan apabila tidak
persyaratan yang ditetaPkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris

Lembang
dimaksud pada ayat (1), IGPala
permintaan pembayaran dan

bendahara melalrukan pembayaran.
(3) Pembayaran yang telah dilakukan

dimaksud pada ayat (21 selanjutnya bendahara

Pasal 34

Bendatrara Irmbang sebagai wajib pungu.t pajak
penghasilan (PPtr) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan
seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya
ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 35

barang dan/atau jasa di diatur dengan
Peraturan
peraturan

Bupati dengan berpedoman pada ketentuan

Pasal 36

(1) Perubahan Peraturan Lembang tentang perubahan
APB Lembang dapat dilakukan apabila terl'adi:
a, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran antar jenis belanja;
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan

anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan.

c. teqiadi penambahan dan/atau pengurangan dalarn
pendapatan lembang pa.da tahun berjalan; dan/atau

t



a

t

J

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan;

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintatr dan
Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APB kmbang hanya dapat dilakukan 1

(satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran.
(3) Tata cara pengajuan perubatran APB kmbang adalah

sama dengan tata cara penetapan APts Lembang.

Pasal 37

(1) Dalam hal bantuan keuangan dari APtsD Provinsi dan
APBD serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak
mengikat ke lembang disalurkan setelah ditetapkannya
Peraturan kmbang tentang Perubahan APB Lembang,
perubahan diatur dengan Peraturan Kepa1a kmbang
tentang perubahan APB lembang.

(2) Perubahan APB Iembang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diinformasikan kepada BPL.

Bagian Keenam

i_

Pasal 38

(1) Penatausahaan keuangan kmbang
Bendatrara

(2) Bendatrara Iembang wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara kmbang wajib mempertanggungiawabkan
uang melalui laporan pertanggungiawaban.

(a) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala
I.embang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 39

Penatausahaan penerirnaan dan pengeluaran sebagaimana
dimaksud delam Pasal 38 ayat (2), menggunakan:

Buku l(as Umum;
Buku Kas Fembantu Pajak;
Buku Bank;

dan

oleh

a.
b.
c,
d.
e.

a

bukti transaksi yang sah dan lengkap.
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Bagran Ketujuh

Pasal 4O

(1) Kepafa Lembang laporan realisasi
pelaksanaan APts l,embang kepada Bupati berupa:

a. laporan aemester pertama; dan

b. laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a berupa teforan realisasi ApB Iembang.
(3) Laporan realisasi APB

dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun

berjalan.

(4) I qporan semester alrtrir tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (f) huruf b disampaikan paling lanbat pada
akhir bulan Januari tahun beriku lrya.

Bagan lGdelapan
Pertanggungiawaban

Pasal 41

(1) Kepala laporan
realisasi

APB Iembang kepada Bupati setiap akhir tahun

(2) Laporan realisaei
APB dimaksud pada ayat (l),
terdiri dari pendapatan, belanja, dan

(3) taporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan ApB
kmbang pada ayat t2lditetapkan dengan peraturan kmbang.

(4) Peraturan
realisasi

tentang
kmbang

pada ayat (3)

laporana. format

b. format laporan kekayaan milik Iembang per 31
Desember Tahun Anggaxan

kmbang tahun

c. format laporan program pemerintah
Daerah yang masuk ke lembang.

realisaei
anggEtan

i dan

dan Pemerintah



a
Pasal 42

laporan redisasi
APB kmbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

ayat (1) merupalan bagian yang tidak terpisalkan dari

laporan penyelenggaraan Pemerintahan kmbang'

Pasal 43

(1) laporan realisasi dan laporan pertanggungiawaban

realisasi APts

dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media

informasi yang mudah diakses oleh
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan
media informasi lainnya.

(1)

Pasal 44

realisasi dan laporan pertanggungiawaban
realisasi APB Lembang
dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada Bupati
melalui Camat.

(2) Laporan realisasi
APts kmbang sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
disampaikan pafing lambat I (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan.

Format

Pasal 45

Peraturan lembang tentang
APB Lembang, Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan

Pembayaran, Buku Kas Umum, Kuitansi, Buku Kas

Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Buku Bank,

serta Pernyataan Tanggungiawab Belanja, Iaporan Realisasi

APB kmbang pada semester pertama darr

semester alrtrir tahun, serta Iaporan
Realisasi Pelaksanaan APts Lembang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Pasal 3O ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32

huruf a dan huruf b, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

i
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BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan
pemberian dan penyaluran Dana Lembang, Alokasi Dana
kmbang, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
dari Daerah kepada Lembang.

(2) Pemerintah Daeratr wajib membina dan menga.wasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan lembang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar sefirF onang memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

pada
di Rantepao
, 16 lprll 2015

BUPATI TOR,EIA

SORRING

Diundangkan di Rantepao
padatanggal, 15 rDri{l 2oi5

DAERAH
RA"'A

LEWARAN BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAIA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 12
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORA'A UTARA
NOMOR 12 TAHUN2015
TENTANG
PENGEIOI,AAN KEUANGAN LEMBANG

A.1. FORMAT RANCANGAN PERATURAN LEMBANG TENTANG APB
LEMBANG

KEPALALEMBANG . . . (Namalembang)

KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)

RANCANGAN PERATURAN LEMBANG ......... (Nama Iembang)

NOMOR..............TAHUN...

TENTANG

AI{GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

TAHUN ANGGARAN..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBANG......... (Nama Lembang)

bahwa ketentuan Pasal 23 Peraturan
Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang

IGuangan Iembang , maka Perlu
Peraturan Iernbang tentang Anggaran

dan Belanja lembang (APts Iembangf .

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Koluei dan Nepotisme (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) s€bagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2002 tentang
Komisi Tindak Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

{



,
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200g tentang
Pembentukan Ihbupaten Toraja Utara di provinsi
Sulawesi Selatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOB Nomor l0l, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g74);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor6 Tahun 2OL4 tentang Desa
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5495);
Nomor 7,
Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

rn

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss87)s telah diubah dengan
Pengganti Undang-Undang

2014 (lembaran Negnra Republik
2014 Nomor 246,

Republik Indonesia Nomor S5g9);

Pemerintah Nomor 29 Tahun
Pembinaan dan

2005 tentang

Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 N
Tambahan Iembaran Negara Republik
Nomor 4593);

9. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah,

Daerah Provinsi, dan
Daerah IGbupa.ten/Kota (Iembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

Tahun
Tahun
Negara

Pedoman

10. Peraturan
Peraturan

Peraturan
Nomor 2
Indonesia
I.embaran

omor 165,

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

-1

Undang-Undang Nomor 6
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Tahun 2Ol4 Gntang Desa Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,

Tambatran Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dari Anggarart

Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168'

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558);

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2O14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2093);

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Daerah
Kabupaten Toraja Utara (Irmbaran Daerah
Kabupa.ten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5'
Tambahan kmbaran Daeratr Kabupaten Toraja
Utara Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 10

Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Keq'a

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2010 (Irmbaran Daerah Ihbupaten Toraja
Utara Tahun 2010 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Ihbupaten Torqja Utara Nomor 11

Talrun 2OLO tentang Pokok-pokok
Keuangan Daerah (lembaran Daerah
Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 11, Tambahan
Icmbaran Daerah l(abupaten Torqja Utara Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Torqja Utara Nomor 7 Tahun 2014
tentang Kebliakan Akuntansi (Berita Daerah
Kabupa.ten Torqja Utara Tahun 2014 Nomor 7);

17. Feraturan Bupati Tor4ja Utara Nomor 20 Tahun
2014 t€ntang Sistem Akuntansi
Berbasis Akrual (Berita Daerah I(abupaten Toraja
Utara Tahun 2014 Nomor 2O);

18. Peraturan Bupati Torqja Utara Nomor 4 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Dana kmbang I(abupaten Toraja Utara
(Berita Daerah Kabupa.ten Toraja Utara Tahun 2015
Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun
2015 tentang Fengelolaan Keuangan Lembang (Berita
Daeratr Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015
Nomor 12).

Dana Desa Yang



a Dengan Kesepakatan Bersama

PERMUSYARAWATAN LEMBANG...(Nqna Iemtrang)

dan

KEPALA LEMBANG ... (Nama Iembang)

Menetapkan : PERATURAN LEMBANG ...... (Nama kmbang TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI"ANJA LEMBANG .....
(Nama Iembang) TAHUN ANGGARAN

Pasal I
Anggaran dan Belanja kmbang Tahun Anggaran

berikut:dengan rincian sebagai
I Rp............

a.
b.
c.
d.
e.

2. Belanja kmbang
Bidang
Bidang
Bidang Pembinaan kemasyaral<atan
Bidang Pembinaan Masyarakat
Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanje

Surplus/defisit

3. Pembiayaan kmbang

Selisih Pembiayaan ( a- b )

Kepala

Penyelenggaran Pemerintah lembang Rp.............
Rp.............
Rp.............
Rp.............

a.
b.

=--============

Rp.............

Rp.....................

Rp..............
==========

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang
sebagaimana dimaksud datam pasal l, dafam Iempiran berupaRincian Struktur Anggaran
merupalran bagian yang tidak

dan Belanja dan
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembang dan/atau
pelaksanaan Peraturan Lembang ini.

Keputusan Kepala lembang guna



a

a

rr

Pasal 4

Peraturan Iembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangt<an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lembang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Lembang

(Nama Lembang).

Ditetapkan di............(Nama I.embag)
pada tanggal...

KEPALA LEMBANG... (ttama Lembang)

Tanda tangan

Nama Kepala Iembans

Diundangkan di ......(Nama Lembang)
pada tanggal

SEKRETARIS LEMBANG ........ (Nama Lembang)

Tanda tangan

Nama Sekretaris kmbane

LEMBARAN LEMBANG .......(Nama Lembang) TAHUN ...... NOMOR ........

Y

t



E

A.2. FORMAT I.,AMPIRAN PERATURAN LEMBANG TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELAIiIJA LEMBANG

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBANG ......(Nama Lembang)

NOMOR ..... TAHUN.......
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN

FORMAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

PEMERINTAH LEMBANG.........(Nama Irmbang)

KECAMATAN (Nama Kecamatan)

TAHUN ANGGARAN

!.

KODE
REKENING URAIAN

RINCI.AN PERHITUNGAN

JUMI,AH KET.
VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN

t 2 3 4 5 6 7
I PEITDAPATAN

I 1 Pendapatan asli Lembanr4

1 1 1 Hasil Usaha

1 I 2 Swadaya, Partisipasi dart
Gotong Royong

1 t 3 ' Lain-lain Pendapatan Asli
Lembang yang satt

1 2 Pendapotan lYansfer

1 2 1 Dana kmbang
I 2 2 Bagian dari hasil pajak &

retribusi daerah
kabupaten/kota

1 2 3 Alokasi Dana Irmbang
L 2 4 Barituan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi

1 2 4 2 Bantuan l(abupaten/ Kota

1 3 Petdryatan l*i*Ioiin
1 3 1 Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke 3 yang tidak
mengikat

I 3 2 Lain-Iatn kndapatan
Lembang yang satr

JI'UI"AH PTITDAPATAIT
TI

a



2 BEIAX\'A

2 1 Bidarq Pengelerqgmran
Pemerhtalan

2 I 1 Penghasilan Tetap dan
T\rn

2 I 1 I Belan a
- Penghasilan Tetap
Kepala

tLem dan
- Tunjangan Kepala
kmbangdan

- I\rnjangan BPL

2 I 2 Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

- ALat Tulis kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinasdan
Atribut
- Pakaian Dinas
- ALat dan Bahan
Ifubersihan

Dirrag
- Pemeliharan
- Air dan
- Honor
- dst.

2 1 2 3 llodal
puter Meja dan- Kom

Kursi
-Mesin TIK
- dst

2 2 Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang

km
2 2 1 Perbaikan Saluran
2 2 I 2 dan .Iasa

-U
- Honor

dst
2 2 1 3 Modal

- Semen
- Material
- dst.

2 2 2 Pengaspal,an Jalan

2 2 2 2 dan Jasa:
-U
- Honor
- dst

II

f,



ar

a

2 2 2 3 ModaI

- Pasir
- dst.

2 2 3

2 3 Bidang Pembinaart

2 3 1 Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

2 3 I 2 Belanja Barang dan J4q4:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Batran Pelatihart
- dst.

2 3 2 Kegiatan Pembinaart
PKK,Pramuka

2 4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala
Lembang
Dan Perangkat

2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih

Konsumsi
- Batran Pelatihan
- dst......

2 4 2 Kegiatan Pelatihart
Keraiinan Tangart

2 5 Bidarw TakTetdwa
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar

Biasa
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Tim
- Konsumsi
Obat-obatarr

2 5 2 Keeiatan

JUMI,AH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 PencairaR Dana Cadanmrt

a

f

I

I
I

i

I

I

l.

Keqiatan.

" act.



a

a

3 1 3 Hasil Kekayaart kmbang
yans dipisahlqa
JUMLAH ( RP )

3 2 Pengefuaran Pemhiagaan

3 2 1 ftmbentukan Dana
Cadangan

3 2 2 Peneyertaan Modal
Lembang
JUMLAH (Rp )

DISETTI'UI OLEH
ITTPALA LETBAI|G

TTD
.lI

-i

a a a a aa a a a a a a a aa a a a aa a a a a a a a a



I I :I

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Bidang
2. Kegiatan

3. Waktu Pelaksanaan

4. Sumber Dana

Rincian Pendanaan

RENCANA ANGGARAN BIAYA
LEMBANG . . . . . KECAMATAN ....

TAHUN ANGGARAN .. ..

No. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN ( Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.)
1 2 3 4 5



l 1

No. URAIAN HARGA SATUAN ( Rp.)VOLUME JUMIAH HARGA (Rp.)
1 2 3 4 E

Disetujui/mengesahkan
l(epala Lembang ....

- , Tanggal
Pelaksana Keglatan,

Cara Penglsian :

Bidang dilsl dengan kode rekening dan Nama bidang berdasarkan klasiflkasi kelompok belanja lembang
Xeglatan dllsl dengan kode rekening dan nama kegiatan sesuai urutan kegiatan dalam ApB Lembang
Waktu Pelakanaa
Sumber dana diisl

n dilsl sesuai waktu pelaksanaan yang ditetapkan

Kolom I diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisidengan uraian berupa rlnclan kebutuhan dalam kegiatan
(olom 3 dlisi dengan Volume dapat berupa jumlah orang/barang
Kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar
Kolom 5 diisi denganjumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom4

orang/barang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

dengan sumber pendanaan ketiatan tersebut



t 'a

c'l Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pemerintah Lembang Ke Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECAMATAN

LEi[BANG

Nomor
Perihal

tanggal,
Permohonan Pencairan Dana tahap ... .... dan Yth. Bupati Toraja Utara

Cq. Kepala-Dinas ppKAD
di - Rantepao

Kepada,

Dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana Lembang tahap
2015 dengan rincian sebagai berikut:

. dan Alokasi Dana Lembang untuk Tahap Tahun Anggaran

Mengetahui/menyetujui :

Kepala Lembang ,

t

Pagu Anggaran Pencairan S/D yang
Lalu Permintaan Sekarang

Jumlah S/D
Permintaan Saat

tni
Sisa Dana

No. Uraian

( Rp ) ( Rp. ) o/o ( Rp ) ( Rp. ) ( Rp. )1 2 3 4 5 6 7 81 Dana Lembang

2 Alokasi Dana Lembang

Jumlah Permintaan Sekara ng

Terbilang:

Bendahara

aaaaaaa

aaaaaa.
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1. Xolom 1 dlisi dengan nomorurut

2. Kolom 2 diisi dengan uraian Dana Lembang dan Alokasl Dana Lembang

3. Kolom 3 dllsi dengan Jumlah Pagu Anggaran Dana Lembang dan pagu Anggaran Alokasl Dana Lembang yang akan diterlma
4. Kolom 4 dllsi dengan Jumlah pencalran S/D yang lalu

5. Kolom 5 dllsidengan Prosentase permlntaan pencairan Sekarang

(olom 6 dllsi dengan Jumlah sesuai prosentase permlntaan pencairan Sekarang

5. Kolom 7 diisidengan jumlah S/D yang lalu dltambah permintaan pencairan Sekarang

7. (olom 8 dllsl dengan jumlah pagu dikurangiJumlah sampai saat lni



.,1

(l (t
tt

rrttaaa

C,2. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Lembang

SURAT PERIiTNTAAN PEMBAYARAN (Spp)

ffi aaaaaa

Nomor
Perihal : Permintaan Pembayaran

Dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana untuk membiayai Bidang/ kegiatan sebagai berikut:

..., tanggal,.
Kepada,
Kepala Lembang ---
di- ---

1. Bidang
2. Kegiatan
3. Waktu Pelaksanaan
4. Sumber Dana

Rincian Pendanaan

No. Uraian
Pagu Anggaran

(Rp.)
Pencairan S/D Yang

Lalu (Rp.)
Permintaan

Sekarang (Rp.)

Jumlah S/D
Permintaan Saat

lni (Rp.)
Sisa Dana (Rp.)

5 6(4+ 7(3-6)1 2 3 4



i, ?

No Uraian Pencairan S/D Yang
Lalu (Rp.)

Permintaan
Sekarang (Rp.)

Jumlah S/D

lni (Rp.)
Sisa Dana (Rp.)

6(4+5; 7(3-6)

!l TI

)

1 2 3 4 5

Telah dilakukan verifikasi

Sekertaris Lembang

Setuju untuk dibayarkan

Kepala Lembang,

Pelaksana Kegiatan



fa

(1.

1.

2.

3.

4.

5.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

Bidang diisi dengan kode rekening dan Nama bidang berdasarkan klasifikasl kelompok belanja lembang

Kegiatan dilsidengan kode rekening dan nama kegiatan sesuai urutan kegiatan dalam APB Lembang

waktu Pelakanaan diisi sesuai waktu pelaksanaan yang ditetapkan

sumber dana diisi dengan sumber pendanaan kegiatan tersebut

Kolom 1 diisidengan nomor urut

Kolom 2 diisidengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan

Kolom 3 diisi dengan Jumlah Pagu Anggaran per uraian belanja

Kolom 4 diisl dengan Jumlah pencairan S/D yang lalu

Kolom 5 diisi dengan jumlah permintaan pencairan Sekarang

Kolom G diisi dengan jumlah S/D yang lalu ditambah permintaan pencairan Sekarang

Kolom 7 diisi dengan jumlah pagu dikurangiJumlah sampaisaat ini



t
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D Forkat Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUTUI

LEMBANG . . . . . . . KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No. Tanggal
KODE

REKENING
URAIAN

PENERIMAAN

(Rp.)

PENGELUARAN

(Rp.)

NOMOR

BUKTI

JUMI.AH
PENGELUARAN

KOMUI-ATIF
SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8 I

araaaa



a
C,

t C

No. Tanggal
KODE

REKENING
URAIAN

PENERIMAAN

(Rp.)

PENGELUARAN

(Rp.)

NOMOR

BUKTI

JUMI.AH
PENGELUARAN

KOMUI.ATIF
SALDO

1 2 3 4 5 6 7 I I

JUMLAH

MENGETAHUI:

KEPAIS LEMBANG

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 dlisi dengan nomor urut

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

3. Kolom 3 diisi dengan kode rekenlng penerimaan kas atau pengeluaran kas

4. Kolom 4 diisi dengan uraian transaki penerimaan kas atau pengeluaran kas

5. Kolom 5 diisi dengan Jumlah rupiah penerimaan kas

6. Kolom 6 diisi dengan Jumlah rupiah pegeluaran kas

7. Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaki

g. Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

9. Kolom 9 diisidengan saldo kas

Catatan:

., tanggal

BENDAHARA LEMBANG

Sebelum ditandatangani Kepala Lembang wajib diperiksa dan diparaf oleh sekertaris Lembang



E. FORMAT KUITANSI

Tahun Anggaran
Bidang
Kegiatan

Kode Rekening

Sudah Terima dari

Banyaknya Uang

KABUPATEN TORAJA UTARA
I

aiaaaa )
aaaaia

D

KUITANSI
NO

NO. BKU :

TANGGAL:

: Bendahara Lembang ..........(Nama Lembang)

D
I I

t,
I

Untuk Pembayaran

TERBILANG Rp.

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Lembang,

Lunas Dibayar
Tgl:...
Bendahara Lembang

Tanggal .......
Yang Menerima,

PTPKL

Nama
Jabatan
Alamat



l, n

F. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

Bidang

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
LEMBANG .. KECAMATAN

TAHUN ANGGARANI
2 Kegiatan

t 1.

Tanggal

2

Uralan

3

Penerlmaan (Rp.!
lfomor
Buktl

7a

(Rp.)
Jumlah

Pengemballan ke
Bendahara

9

Saldo l(as (Rp.l

10
1

Swadaya

Masyaraltat
Dari Bendahara

4 5

Belanfa Barang
dan Jasa

Belanfa Modal

7 E

I
Pindahan Jumlah dari Halaman

S/D Halaman tnt



f ,
a tt'

,

Penerimaan
Saldo Kas (Rp.)

Jumlah
Pengembalian ke

BendaharaBelania ModalBelanla Barang

dan Jasa

Nomor
BuktlSwadaya

MasyarakatDarl Bendahara
UralanTanggal[E

10987rat.l54321
dari HalamanPindahan Jumlah

o7+m04+5Penerlmaan

#REFI+Saldo l(as

....... TarUgal,

Pelaksana Kegiatan,

Cara Pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening dan Nama bidang berdasarkan klasifikasi kelompok belanja lembang

z. Kegiatan diisi dengan kode rekening dan nama kegiatan sesuai urutan kegiatan dalam APB Lembang

3. Kolom 1 dlisi dengan nomor urut

4. Kolom 2 diisi dengan tanggalTransaksi

5. Kolom 3 diisi dengan Uraian Transaksi

6.Kolom4diisidenganjumlahrupiahyangditerimadaribendahara
T.Kolom5diisidertganjumlahrupiahyangditerimadarimasyarakat
8. Kolom 6 diisi dengan nomor buktitransaksi

g.KolomTdiisidenganjenispengeluaranbelanjabarangdaniasa

10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal

11. Kolom 9 diisi dengan iumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara

L2. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah



G Format Buku Kas Pembantu Pajak

o

J

No. URAIAN

JUMLAH

4 E 13
1 2 3

MENGETAHUI: tanggal

BENDAHARA LEMBANG

Cara Pengisian :

1.

2.

3.

4.

5.

5.

Kolom 1 diisidengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengao tantgal penerlmaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uralan penerlmaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 dilsl dengan Jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 5 diisi denSan Jumlah rupiah pegeluaran kas

Kolom 6 dllsl dengan saldo pa.iak yang belum dlsetor bendahara



i {.1. (l{ I

H Format Buku Bank

BUKU BANK LEMBANG.
LEMBANG KECAMATAN

TAHUNANGGARAN......
BULAN
BANK
NO. REKENING

No.
TANGGAL
TRANSAK

SI
URAIAN TRANSAKSI

BUKTI
TRANSAK

SI

PEMASUKAN PENGELUARAN

BUNGA
BANK

BIAYA
ADMINISTRASI

SALDO
SETORAN PENARIKAN PA.'AK

4 5 6 7 rnt.l 9 101 2 3

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

TOTAL TRANSAKSI KOMULATIF

MENGETAHUI:

KEPAIA LEMBANG

...,tanggal ....
BENDAHARA LEMBANG



II t
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Cara Pengisian:

L, Kolom 1 diisl dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan bank

2. Kolom 2 diisi dengan tanggaltransaksi bank

3. Kotom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran

4. Kolom 4 diisi dengan buktitransaksi

5. Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran

6. Kolom 6 dlisi dengan pemasukan jumlah bunga bank

7. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan

8. Kolom 8 dilsi dengan pengeluaran jumlah pajak

9. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi bank

10 Kolom 10 diisidengan saldobank

a



af /t
(f' t.l'

(tl

l. Format Pernyataan Tanggungiawab Belanja

TAHUN ANGGARAN

Bidang
Kegiatan

Rincian Pendanaan

No. URAIAN JUMTAH (Rp.)

1 2 3 4

1

2.



3

No. URAIAN JUMLAH (RP.)

JUMTAH

3 4
1 2

Selaku Pelaksana Kegiatan dengan ini menyatakan batrwa bukti-bukti Pengeluaran atau belanja tersebut di atas

sebagaimana terlampir, adalah bukti yang sah dan lengkap untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan

Demikian surat pemyataan tanggungjawab belanja ini dibuat dengan sebenamya'

Pelaksana Kegiatan

cara Penglslan :

1.

2.

3.

4.

5.

5.

7.

Bidang dilsi dengan kode rekening dan Nama bidang berdasarkan klasifikasl kelompok belanja lembant

Ketiatan diisi dengan kode rekenin8 dan nama kegiatan sesuai urutan keglatan dalam APB Lembang

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 dllsi dengan nama penerlma pembayaran yang ada di bukti belanja

Kolom 3 diisidengan uraian keperluan belanja

Kolom 4 diisi dengan Jumlah belanja

BarisJumlah dilsi jumlah keseluruhan belanja



i,

J. 1. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja kmbang Semester Pertama

LAPORAN REAUSASI PEI,{KSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH LEMBANG............ (Nama lembang)

KECAMATAN ....(Nama Kecamatan)

TAHUN ANGGARAN..

t

KODE
REKENING URAIAN

JUMI,AH
ANGGARAN

(RP)

JUMI,AH
REALISASI

(RPI

LEBIH
/KURANG

(RP}
KET

1 2 3 4
I

I 1 Perdapatan oslj,

1

I
1 1

2

Hasil Usaha
1

dan
I 1 3 Lain-lain

Asli Iembangyang
sah

1

I
1

2
12 Dana

2 2 Bagian dari hasil
pajak & retribusi
daerah

kota
Alokasi Dana
I.em

1 2 3

I 2 4 Bantuan
I 2 4 I Bantuan Provinsi
I 2 4 2 Bantuan

I(abu Kota

I 3 Lain-lain
1 3 1 Hibah dan

Sumbangan dari
pihak ke 3 yang
tidak mengikat

1 3 2 Lain-lain
Lembangyang sah

I



a

I

2

2 Bid,ang1

1 12
dan
B

- Penghasilan Tetap
Kepala

dan

2 I 1 1

Kepala
Lembangdan

Perangkat
Tunjangan BPL

Perkantoran
2

2

I 2

2 21 Belanja Barang dan
Jasa
- AIat Ttrlis kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinas dan
Atribut
- Pakaian Dinas
- Alat dan Bahan
IGbersihan

I Dinas

- Air,Listrik,dan

- Honor

dst.
2 I 2 3 Belanja Modal

- Komputer Meja
dan Kursi
-Mesin TIK

dst.

2

2

2

2 1

Bidang Pelaksanaan

Lem

2

Perbaikan Saluran

2 2 1 Belanja
Jasa

Barang dan

-U
- Honor

dst.

2 2 1 3 Modal
Semen



t

3

- Material

2

2 2

2

2

2

2

Pengaspal,an Jalan

Belanja Barang dan
Jasa:
- Upah Keria

Honor

Modal2 2 2 3

- Pasir
- dst.................

Kegiatan.......2 2 3

2 3 Bidang Pembinaan

2 3 1 Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban
Belanja Barang dan
Jasa:

2 3 I 2

- Honor Pelatih

- Bahan Pelatihan

II dst.

2 3 2 Kegiatan

2 4 Bidang

2 4 1 Kegiatan Pelatihan
Kepala Lembang
Dan

2 4 1 2 Belanja dan

- Honor Pelatih
Konsumsi

- Bahan Pelatihan
- dst...........

2 4 2 Kegiatarr Pelatihan

Tdk2 5
2 5 1 Kegiatan IGjadian

Luar Biasa
2ls5 I 2 den

I



t
Jasa:
- Honor Tim

Konsumsi
Obat-obatan
- dst.

2 5 2 Kegiatan.

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan
Pembiayaart

3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana

Cadangart
3 1 3 Hasil Kekayaan

kmbang yang
dipisahkan
JUMLAH (Rp )

3 2 Pengefuaran
Pembiaua.an

3 2 1 Pembentukan Dana
Cadangarr

3 2 2 Peneyertaan Modal
Lembang
JUMLAH ( Rp )

a

DISEf,U.'TN OLEII
IIEPALA LEMBA!5G

rrD
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J.2. Ia.poran Realisasi Pelaksanasn Pendapatan dan belanja
Irembang (Semester Akhir Tahun).

L{PORAN REALISASI PELAKSANAAN
PENDAPATAN DAN BEI,ANJA LEMBANG
SEMESTER AKHIR TAHUN

PEMERINTAH LEMBANG......... (Nama Iembang)
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)

TAHUN ANGGARAN..

KODE URAIAN
JUMLAH

ANGGARAN
(RP)

JUMI,,AH
REALISASI

(R9

LE,BTH/
KURANG

(RP)
KET

1 2 3 4
1

1 1

I 1 I
I 1 2

1 1 3

I

Pendapatan asli

Hasil Usaha
Swadaya,Partisipas
i dan Gotong

Iain-lain
Pendapatan Asli
Iembangyang sah

1 2
Ttansfer

1 2 I Dana Iembang
I 2 2 Bagian dari hasil

pajak & retribusi
daerah
kabupaten/kota

1 2 3 Alokasi Dana

I 2 4 Bantuan Keuangan

1 2 4 1 Bantuan Provinsi

1 2 4 2 Bantuan
Kabu Kota

1 3 PendapotanLain-
lain

I 3 1 Hibah dan
Sumbangan dari
pihakke 3yang
tidak mengikat

I 3 2 Lain-lain

Iembangyang sah



!

I

I

2 BELAITJA

2 1 Biilang
Perryelenggrarcln
Pemerintahan
Lembang

2 1 1 Penghasilan Tetap
dan T\rnjangan

2 1 1 1 Belarria Pegawai:
- Penghasilan
Tetap Kepala

kmbang dart
Perangkat
- Ttrnjangart
Kepala Iembang
darr

Perangkat
- Tunjangan BPL

2 1 2 Operasional
Perkantoran

2 1 2 2 Belanja Barang
dan Jasa
- Alat Tulis kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinas
dan Atribut
- Pat<aian Dinas
- Alat dan Bahan
Kebersihart
- Perialanan Dinas

Pemeliharan
- Air,Listrik,dan
Telepon
- Honor

dst.

2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer Meja
dan Kursi
-Mesin TIK

dst.

2 2 Bidang
Pelaksanaarr
Pembangunan
I.embang

2 2 I Perbaikan Saluran
Irigasi

2 2 1 2 Belanja Barang
dan Jasa
- Upah Keria
- Honor

a



dst.

2 2 I 3 Belanja Modal
- Semen
- Material

dst

2 2 2 Pengaspalan Jalan
Lembang

2 2 2 2 Belanja Barang
dan Jasa:
- Upah Kerja
- Honor

dst.

2 2 2 3 Belanja Modal
- Aspal
- Pasir
- dst

2 2 3 Kegiatan

2 3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

2 3 1 Kegiatan
Pembinaarr
Ketentraman dan
Ketertiban

2 3 I 2 Belanja Barang
dan Jasa:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan PeLatihan

dst

2 3 2 Kegiatan
Pembinaan
PKK,Pramuka

2 4 Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

2 4 I Kegiatan Pelatihan
Kepala lembang
Dan Perangkat

2 4 1 2 Belanja Barang
dan Jasa:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pel,atihan



22 4 Kegiatan Pelatihan

2 5 BidarqTak
Terdttga

2

2

5 1 Kegiatan Kejadian
Luar Biasa

I 2 Belanja Barang
dan Jasa:

5

- Honor Tim
- I(onsumsi
Obat-obatan

dst........................

2 5 2 Kegiatan.,.............

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

3

3

PEMBIAYAAN

1

1 SILPA3
3

3

1

1 2 Pencairan Dana

I 3 Hasil Kekayaan
Iembangyang

JUMLAH (Rp )

Fembentukan
Dana

3

3

2

2 1

3 2 2 Modal

JUMTAH (Rp)

3

lt I

)
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a
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K. l. LTPORAMERTAI{GGUNGJAWABAN REALISASI PEI"AKSAI{AAI.I APB
LEMBAI.IG

KEPALA LEMBANG . . . (Nama kmbang)
KECAMATAN ......(Nama Kecamatan)

RANCANGAN PERATURAN LEMBANG ............(Nama Iembang)
NOMOR..............TAHUN.........

TENTANG

I.APORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

KEPALA LEMBANG.........(Nama Iembang)

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4l ayat (3)
Peraturan Bupati Toraja utara Nomor t2 Tahun
2015 tentang pengeloLaan Keuangan kmbang ,Kepala Iemba'g wajib menJrusun peratura'
kmbang tentang Laporan pertanggungiawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja kmbang (ApB l,embang).

Mengrngat 1. Undang-Undang Nomor 2g Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun lggg Nomor TS,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 30 Tahun zoo2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tatrun 2oo2
Nomor 137, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aZSOI;

2. undang-undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang
sistem Perenca,aan pembanguna, Nasionar
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tatrun 2oo4

t

a



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antaxa Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan l(abupaten Toraja Utara di provinsi
Sulawesi Selatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
(kmbaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)

telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan

DaerahPemerintah
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOZ tentaag
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

a

l
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)
1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tatrun 2014 tentang

Dana Yang Dari Anggararr
Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2O93h

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi
I(abupaten Toraja Utara

Daerah
Daerah

Kabupaten Tora-ja Utara Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 2);

14. Peraturan Daerah l(abupaten Toraja Utara Nomor l0
Tahun 2010 tentang dan Tata KeE'a
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2010 (kmbaran Daerah lkbupa.ten Torqja
Utara Tatrun 201O Nomor 1O);

15. Peraturan Daerah l(abupa.ten Torqia Utara Nomor 11
Talrun 2O1O tentang Pokok-pokok
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah l(abupaten
Toqja Utara Tatrun 2010 Nomor 11, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Torqia Utara Nomor 7 Tatrun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Daerah
Kabupaten Torqja Utara Tahun 2014 Nomor 7);

l7.Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 2O Tahun
2Ol4 tentang Sistem Akuntansi
Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2014 Nomor 20);

18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tatrun 2015
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Dana kmbang I(abupaten Toraja Utara
(Berita Daerah I(abupaten Torqla Utara Tahun 2015
Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan kmbang (Berita
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015
Nomor 12);

20. Peraturan kmbang ..... (Nama lembang) Nomor
.......Tahun

i'

a



Menerapkan

a. Bidang
b. Bidang
c. Bidang

3. Pembiayaan Iembang

Pembiayaan(a-b)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYARAWATAN LEMBANc......(Nama r"emuang;

dan

KEPALA LEMBANG ... (Nama Iembang)

PERATURAN LEMBANG ...... (Nama Lembang) TENTANG
I,APORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PEIAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

.....(Nama Lembang) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggraran Pendapatan dan Belanja kmbang Tahun Anggaran
dengan rincian sebagai berikut:

Belanja
Rp............

Pemerintatrlembang Rp.............

d. Bidang Pembinaan

Rp.............
Rp.............
Rp.............

e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja

Surplus/defisit

1

2

a
b

Rp.............

Rp.....................

Rp..............

Pasal 2

uraian lebih lanjut mengenai Anggaran pendapatan dan Beranja Lernbang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

==========

Lampiran 1 Laporan Pertanggungiawaban Realisasi
APts LembangTahun Anggaran
Lampiran 2 : Laporan Kekayaan Milik tembang

Laporan fuogram Sektoral dan pnogram Daerah yang

1

2
3

4

3
masuk ke

4 Iaporan Realisasi penggunaan Dana Desa



l

o

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagran tak terpisatrkan dari Peraturan kmbang ini.

Pasal 4

Peraturan Lembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan lembang ini dengan penempatannya dalam lembaran Lembang

(Nama Iembang).

Ditetapkan di...........
pada tanggal...

KEPALA LEMBANG... lttama Lembang)

Tanda tangan

Nama Kepala Iembans

Diundangkan di ..........

Pada tanggal

SEKRETARIS LEMBANG ........ (Nama Iembang)

Tanda tangan

Nama Seknetaris kmbans

LEMBARAN LEMBANG . . . . . (Nama Iembang) TAHUN NOMOR .....

a

t

I

D



K.2. FORMAT LAMPIRAN PERATURAN LEMBANG TENTANG I"APORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PEI,AKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEI,ANJA LEMBANG.

I"AMPIRAN I
PERATURAN LEMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

I,APORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA LEMBANGTAHUN

LAPORAN REALISASI PEI.AKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI"ANJA LEMBANG

PEMERINTAH LEMBANG.........(Nama Iembang)

KECAMATAN ........(Nama Kecamatan)

TAHUNANGGARAN..

KODE
REKENING URNAN

JUMI,AH
ANGGARAN

{RP)

JUM[AH
REALISASI

(RP)

LEBIH
/KURANG

(RP}
KET.

1 2 3 4
1

I I Pendapatanasli
Lernbang

1 1 1

2

Hasil Usaha
I 1

i dan Gotong
Royong

I I 3 Lain-lain
Pendapatan Asli
kmbangyang sah

1 2

Ttansfer
1 2 I

Dana kmbang
I 2 2 Bagian dari hasil

pajak & retribusi
daerah
kabupaten/kota



1

1

2 3

2 4
2 4
2 4

Alokasi Dana
Lembang

Bantuan Keuangan
1 I Bantuan Provinsi
1 2

Kota
I

I

3

I

Pendapotan l-ain-
lain

3 Hibah dan
Sumbangan dari
pihak ke 3 yang
tidak

1 3 2 Lain-lain

km sah

2

2 I

1

Bidang

2 1 Penghasilan Tetap
dan

2 1 1 I

Tetap Kepa1a
Lembang dan

Kepal,a
dan

Tunjangan BPL

2 I 2
Perkantoran

2 1 2 2 Belanja Barang
dan Jasa
- Alat Tulis kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinas
dan Atribut

Pakaian Dinas
- Alat dan Bahan

Dinas

- Air,Listrik,dan

Honor

dst.



a

2 1 2 3 Modal
Komputer Meja

dan Kursi
-Mesin TIK

dst........................

2

2

2 Bidang

2 1 Perbaikan Saluran

2 2 I 2 Belanja Barang
dan Jasa
-U
- Honor

dst........................

2 2 1 3
- Semen

n

- Material

dst........................

z 2 2 Pengaspalan Jalan
I.embang

2 2 2 2 Belanja Barang
dan Jasa:

Honor

dst.

2 2 2 3 Modal

- Pasir
- dst.

2 2 3 Kegiatan

2 3 Bidang Pembinaan

2 3 I Kegiatan
Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

2 3 I 2 Belanja
dan Jasa:
- Honor PeLatih

Konsumsi
- Bahan Pelatihan



r\

i

dst.

2 3 2 Kegiatan I

Pembinaart
PKK,Pramuka 

-2 4 Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

2 4 1 Kegiatan Pelatihart
Kepala Lembang
Dan Perangkat

2 4 1 2 Belanja Barang
dan Jasa:
- Honor Pelatih

Konsumsi
- Bahan Pelatihan

dst.
2 4 2 Kegiatan Pelatihart

Kerqiinaq taneeg_

2 5 Bid,ang Tak
Terdwa

2 5 1 Kegiatan Kejadiart
Luar Biasa

2 5 1 2 Belanja Barang
dan Jasa:
- Honor Tim
- Konsumsi
Obat-obatan

dst.

2 5 2 Kegiatan.

JUMI,AH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan
Pembiayaan

3 I 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana

Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan

Irmbang yang
dipisahkart
JUMLAH (Rp )

3 2 Pengefuaran

t

t



i'l

o

3 2 I Pembentulran
Dana

3 2 2 Peneyertaan Modal

JUMLAH (Rp )

(..........................t

u :'t



i
K.3. FORMAT I"AMPIRAN PERATURAN LEMBANG TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

I"AMPIRAN II
PERATURAN LEMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
I.,APORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PEL{KSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG TAHUN
A}i[GGARAN

LAPORAN KEKAYAAN MILIK LEMBANG

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2O-...

a

I

URAIAIT TAHUN N (Tahun
Periode

TAHUN N-1 ( TAHUN
SEBELUMNYA)

I. ASEI LEUBAITG

A. ASET I,ANCAR

1. Kas kmbang
a. Uang Kas di Bendahara

Lembang
b. Rekening Kas Lembang

2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanatr
b. Dst...

3. Persediaan

a. Kertas Segel

b. Meterei
c. Dst. .

JUMI.AH ASET I,ANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR
1. Inestasi Permanen

a. Penyertaan Modal
Pemerintah Iembang

2. Aset tetap
a. Tanah
b. Peralatan dan Mesin
c. Gedung dan bangunan
d. Jalan, Jaringan dan

Instalasi
e. Dst.

t

I



3. DanaCadangan
- Dana Cadangan

4. Aset tidak lancer lainnya
JUMI,AH ASET TIDAK LANCAR

II. KEWA.'IBAN JANGKA PENDEK
JUMI,,AH KEWA.IIBAN JANGKA
PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH I-

(

tanggd

KEPAI,A LEMBANG

Penjelasan Tabel :

l. Aset lembang adalah barang milik Iembang yang beraeal dari
asli Lcmbang, dibeli atau atas beban Anggaran

pendapatan dan Belanja Iembang atau perolehan hak lainnya yang
sah.

2. Uatgkas adalah uang milik Pemerintah Iemtnng, baikyang disimpan
di Bendahara lembang maupun di Rekeing kas3. Piutang Lembang adalah tagihan uang Irmbang kepada pihak yang

antara lain berupa tanah gedung yang
akan dilunasi dalam waktu paling lama f tahun anggaran

sejak ditetapkannya tersebut.
adalah suatu kekayaan berupa milik

yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat
dalam periode antara lain kertas segel, materei,normal,

gro.
5. Aset kmbang tidak lancar meliputi penyertaan modal

Lembang dan aset tetap milik antara lain tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan instalaei.6. Dana adalah dana yang disisihkan untukkebutuhan yang memerlukan dana yang relative beear yang tidekdapat dipenuhi dalam satu tahun angganan7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman olehpemerintah Iembang

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

Catatan :

Terkait dengan
khususnya pa.da

angka 7 di atas , bahwa dalam ApB

4.

tidak dibuka peluang untuk pinjaman.



$

K4
RAN PERATURAN LEMBANG TENTANG

UMPIRAN III

I.APORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PEIAKSANMN APB LEMBANG

YANG MASUK KE LEMBANG ""' (Nama Lembang)

TAHUN ANGGARAN

..(Nama Kecamatan)

_t

PAGU DESA

. ., tanggal

KEPAL,A LEMBANG,

D

I

JUMIAH TOTAL

NO. JENIS KEGIATAN
LOKASI

KEGIATAN

RINCIAN
KEGIATAN

VOLUME SATUAN
SUMBER

DANA
JUMI.AH

Sub Total Jenis Kegiatan 1

Sub Total Jenis Kegiatan 2

Sub Total Jenis lGgiatan 3

3 4 rl 6
1 2

BENDAHARA LEMBANG,


